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Abstrak 
Over kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar permasalahan biasa. Hal ini 
mengingat pelanggar hukum di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Sehingga memicu potensi 
terjadinya Gangguan Keamanan dan Ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan Metode Hukum Normatif. Kesimpulan dari penelitian ini 
menjelaskan bahwa Regulasi yang ada saat ini terbukti belum efektif dalam menekan jumlah Warga Binaan 
di dalam Lapas. Sehingga peluang terjadinya keributan dan kericuhan antar sesama Warga Binaan masih 
mungkin terjadi. Oleh sebab itu perlu adanya Regulasi tambahan agar Gangguan Keamanan dan Ketertiban 
tidak menggangu proses pembinaan Warga Binaan di dalam Lapas.  
Kata Kunci : Over Kapasitas, Warga Binaan, Lapas 
 

Abstract 
Overcapacity that occurs in Correctional Institutions is not just an ordinary problem. This is because 
lawbreakers in Indonesia are increasing every year. So that it triggers the potential for Security and Order 
Disturbances in the Correctional Institution environment. The method used in this study uses the Normative 
Legal Method. The conclusion of this study explains that the current regulations have proven to be 
ineffective in suppressing the number of inmates in prisons. So the chance of commotion and commotion 
among the assisted residents is still possible. Therefore, it is necessary to have additional regulations so that 
disturbances in security and order do not interfere with the process of fostering inmates in prisons. 
Keywords : Overcapacity, Inmates, Prison 

 
PENDAHULUAN 
 Pemasyarakatan hadir sebagai pembaharuan sistem pemidanaan dalam Restoratif Justice System. 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem 

pemasyarakatan diciptakan untuk menjadikan Narapidana sebagai manusia seutuhnya, mengakui kesalahan, 

memperbaiki diri dan tidak mengulangi pelangagran sehingga dapat dilahirkan Kembali oleh masyarakat. 

Berperan aktif dalam pembangunan dan mampu hidup dengan wajar sebagai warga negara yang baik dan 

bertanggung jawab. 

 Pemidanaan harus mencapai tiga tujuan utama, yaitu memperbaiki kepribadian pelaku kejahatan, 

mencegah orang melakukan kejahatan, dan membuat pelaku kejahatan tertentu tidak dapat melakukan 

kejahatan. Selain itu, membuat penjahat berhenti melakukan kejahatan, dan orang lain tidak akan berani 

melakukan kejahatan serupa lagi. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan memiliki berbagai rencana 

pengembangan narapidana berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis kejahatannya. 
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Program pendampingan juga disesuaikan dengan hukuman narapidana dan siswa untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan yaitu menjadikan mereka warga negara yang baik di masa depan. 

 Namun terkadang program pembinaan tidak berjalan efektif dikarenakan penuh sesaknya Lapas 

sehingga terkadang membawa dampak negative yang mengakibatkan tidak terpenuhinya standar yang harus 

didapatkan oleh Warga Binaan. Selain itu munculnya  kasus-kasus gangguan keamanan dan ketertiban 

seperti kerusuhan, pembakaran, hingga warga binaan yang melarikan diri menjadi suatu pokok 

permasalahan Pemasyarakatan hingga saat ini. 

 Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 

2015 tentang Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan, dijelaskan bahwa pelaksanaan pokja 

keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan dapat membentuk klasifikasi keamanan berdasarkan pola 

bangunan dan pengawasan. Berdasarkan data statistic pada Kepolisian RI tahun 2020 menyatakan bahwa 

tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat tajam pada minggu ke-24 tahun 2020 sebanyak 38,54% atau 

sejumlah 5.876 kasus kriminalitas dari pekan sebelumnya. Dan dari semua kasus kriminalitas yang ada, kasus 

mengenai narkoba yang paling tinggi presentase kenaikannya dimana pada minggu ke-24 terdapat 743 kasus 

narkotika atau naik sebanyak 14,48%.Dalam lima tahun terakhir jumlah narapidana di Indonesia meningkat 

melebihi 100% dari kapasitas lapas yang seharusnya. Berdasarkan tabel dibawah dapat dijelaskan jika dari 

tahun 2015-2020, setiap tahunnya adanya perbandingan jumlah penghuni penjara dengan kapasitas hunian 

yang berbanding terbalik. Seperti yang terlihat dari data table dibawah ini. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Kondisi Lapas yang overcrowded juga akan menimbulkan kondisi  kesehatan baik fisik dan psikologi 

dari mental warga binaan memburuk. Sehingga dapat mempengaruhi psikologi Warga Binaan yang tertekan 

serta mudah emosi, tersinggung dan mengakibatkan konflik seperti kerusuhan maupun perkelahian. 

Program pembinaan di Lembaga  Pemasyarakatan kurang berjalan efektif dan efisien. Bahkan 

berpotensi  terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam bentuk penyimpangan seksual.Selain itu, kabar 

tentang kerusuhan yang terjadi di dalam Lapas bukan hanya sekali terjadi namun sudah banyak pemberitaan 

di berbagai media seperti contoh : 

 

No Tahun Tahanan Narapidana 

 

Jumlah Total 

Penghuni 

 

Kapasitas 

Hunian  

 

Selisih Total 

Penghuni 

dan 

Kapasitas  

1 2015 57.547 119.207 176.754 131.931 44.832 

2 2016 65.554 138.997 204.551 119.797 84.757 

3 2017 70.739 161.342 232.081 123.481 108.600 

4 2018 72.106 183.274 255.380 131.931 123.449 

5 2019 64.005 201.643 265.648 131.931 133.717 

6 2020 65.037 208.667 273.704 131.931 141.773 
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Tahun 2018  Tahun 2019  Tahun 2020 

November 2018, 

13  narapidana di Lapas 

Banda  Aceh melarikan diri. 

Hal ini  dikarenakan aksi 

provokasi  dari beberapa 

narapidana  lainnya. 

Sehingga  menyebabkan 

rusaknya  pembatas kantor 

dengan  cara didobrak 

lalu  melarikan diri 

Mei 2019, terjadi 

kerusuhan  di 

Lembaga  Pemasyarakata

n Narkotika  Langkat. Hal 

ini dipicu oleh  oknum 

sipir yang sedang  bekerja 

yang menyiksa  seorang 

narapidana.  Sehingga 

narapidana  lainnya 

marah dan  membakar 

hampir  keseluruhan 

fasilitas  kantor 

Februari 2020, 

kerusuhan  terjadi di 

Rumah 

Tahanan  Kabanjahe. Hal 

ini  disebabkan 

adanya  provokasi dari 

seprang  narapidana yang 

tertangkap  memiliki 

narkoba 

ketika  dilakukannya razia 

dan  pengeledahan. 

Sehingga  menyebabkan 

narapidana  lainyya 

terprovokasi  melakukan 

kerusuhan dan  membakar 

sebagian besar fasilitas 

kantor di area  lembaga 

pemasyarakatan 

 

METODE   

 Penelitian berikut menggunakan pendekatan hukum normatif. Mengadopsi pendekatan hukum 

berdasarkan realitas kehadiran masyarakat. Hal ini untuk melihat apakah peraturan yang dibuat sudah 

sesuai dengan kondisi lembaga pemasyarakatan. Metode analisis kualitatif menggunakan data primer dan 

data sekunder. Data primer berasal dari perundang-undangan dan kasus yang dikumpulkan dari media 

elektronik. Sedangkan data sekunder berasal dari hasil wawancara dengan petugas dan narapidana di 

Balai Besar Pengawasan Narkoba Kelas II A Jakarta. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Jenis dan Penanganan Gangguan Kamtib di Lembaga Pemasyarakatan  

  Terdapat berbagai macam bentuk ancaman gangguan keamanan dan  ketertiban dalam 

suatu Lapas seperti misalkan keributan antar sesama Warga  Binaan, kaburnya warga binaan dari Lapas, 

terjadinya pembunuhan dan tindakan  kekerasan antara sesama warga binaan, perlakuan petugas pada 

tahanan yang  buruk, peredaran narkoba yang diperjual belikan di dalam lapas, hingga pelecehan 

seksual yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan yang  terjadi tersebut sebagian 

besar faktor utamanya dikarenakan oleh jumlah warga binaan yang sangat banyak atau  overcrowded. 

Selain itu, penambahan jumlah kamar hunian yang terbatas serta sarana dan prasarana pendukung 

yang kurang, serta jumlah petugas yang tidak sebanding membuat pelaksanaan pengawasan keamanan 

dan  ketertiban dirasa kurang optimal. 
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  Dalam Permenkumham No. 33 Tahun 2015 menetapkan bahwa ketika melakukan pekerjaan 

keamanan publik di penjara, kelompok kerja keamanan publik dan keamanan publik dibentuk, dan 

direktur Departemen Layanan Pemasyarakatan bertanggung jawab atas kelompok kerja keamanan 

publik dan keamanan publik tingkat pusat dan kepala dari kantor wilayah penjara. Pengamanan yang 

dilaksanakan oleh petugas memiliki 4 klasifikasi yang di dasari pada pola bangunan dan pengawasan 

yaitu : 

1. Keamanan yang sangat tinggi (Super Maximum Security) Ini adalah keamanan dengan pagar 

berjenjang, tiang atas, tiang bawah, penempatan individu, CCTV, pembatasan ruang aktivitas, 

dan kontrol komunikasi 

2. Keamanan Tinggi (Keamanan Maksimal) Baik pengamanan dilengkapi dengan pagar berjenjang, 

pylon yang ditempatkan sendiri-sendiri atau gabungan, pengawasan CCTV, pembatasan 

pergerakan, pembatasan kunjungan dan program pembinaan. 

3. Keamanan Sedang Merupakan pengamanan dengan 1 (satu) tingkat pagar, penempatan individu 

atau gabungan, CCTV, pembatasan aktivitas dan pembatasan pergerakan instruktur.  

4. Pengamanan rendah ( Minimum Security)  

Merupakan Aman tanpa pagar berjenjang, penempatan individu dan gabungan, pengawasan 

CCTV dan pembatasan aktivitas pembinaan. 

 

B. Cara Mencegah Gangguan Kamtib di Lembaga Pemasyaakatan 

  Sebelum terjadi kerusuhan, tentu petugas harus mengambil tindakan pencegahan. 

Pencegahan di semua bagian penjara, termasuk pemeriksaan masuk, penjaga, pengawalan, pencarian, 

inspeksi, kontrol, kegiatan intelijen, kontrol peralatan, pengawasan komunikasi, kontrol lingkungan, 

penguncian, penempatan di selungkup yang aman, investigasi dan peragaan ulang, dan kepatuhan 

lainnya Perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh 

petugas antara lain: 

1. Penggeledahan 

2. Kontrol 

3. Kegiatan Intelijen 

4. Pengawasan Komunikasi 

5. Pengendalian Lingkungan 

di samping itu. Konsep reintegrasi sosial atau alternatif back-end mendorong percepatan 

pembebasan narapidana dari lapas melalui proses integrasi. Pembayaran dilakukan sebelum masa 

pidana berakhir, dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menjalani hukumannya di 

luar lembaga pemasyarakatan selama berada di bawah pengawasan Badan Pemasyarakatan (BAPAS). 

Hak-hak tersebut antara lain: 

1. Asimilasi, 

2. Cuti Keluarga (CMK) 

3. Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB), 

Adapun untuk memperoleh hak reintegrasi tersebut, narapidana harus memenuhi persyaratan 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia, 

yang meliputi persyaratan administratif dan pembinaan substantif.Untuk mengoptimalkan pengawasan 

perlu adanya manajemen peringatan dini yang disebut dengan Konsep Early Warning System yaitu : 
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Oleh karena itu, setiap unit pelaksana teknis memiliki satgas pengawasan internal (Was Intern) dan 

satgas pengamanan gerbang (satgas P2U) untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban Lapas. 

sehingga kebijakan bersifat komprehensif, responsif dan berjangka panjang ketika dikembangkan sesuai 

dengan situasi aktual. 

 

SIMPULAN 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam tatanan Criminal Justice System menjadi bagian proses 

paling terkahir. Narapidana yang sudah dijatuhi vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, menjalani 

masa pidananya di lapas untuk dilaksanakan program pembinaan. Hal ini agar warga binaan 

menyesali perbuatan yang telah ia lakukan dan tidak akan melakukan kembali perbuatan melawan hukum. 

Selain itu pembinaan juga memberi bekal berupa pengetahuan dan keterampilan yang bisa dimanfaatkan 

ketika warga binaan selesai menjalani  masa pidananya. Sehingga dapat kembali diterima di lingkungan 

masyarakat. Namun dengan kondisi overcrowded yang dialami Lembaga Pemasyarakatan saat ini membuat 

program pembinaan yang kurang efektif. Hal  ini karena sarana dan prasarana Lapas yang tidak mampu 

menampung jumlah  warga binaan. Selain itu perbandingan antara petugas dengan warga binaan 

yang berbanding terbalik. Sehingga menimbulkan permasalahan tersendiri di dalam  Lapas. Seperti misalkan 

perkelahian antar sesama warga binaan maupun perlawanan kepada petugas yang bisa menimbulkan 

kerusakan maupun korban jiwa.  

Permenkuham No. 11 Tahun 2017  

DATA 

• Narapid

ana 

• Petugas  

• Masyar

akat 

• Instansi 

Lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level Teknis 

• Layanan pengaduan 

berdasarkan Standar 

Pelayanan 

Pengaduan 

• Pelaporan oleh Tim 

Satuan Operasional 

Kepatuhan Internal 

(Satops Patnal) 

 

 

 

 

 

 

Level Kebijakan 

• Sekjen Kemenkumham 

• Itjen Kemenkumham 

• Ditjen Pemasyarakatan 

• Ditjen HAM 

• Balitbang HAM 

 

 

 

 

 

 

 

• Layer pencegahan 

gangguan Kamtib 

• Peta Potensi 

Gangguan Kamtib 
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Oleh sebab itu untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya koordinasi dan kerja sama 

antar sesama lembaga penegak hukum seperti  Kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan. Hal ini bertujuan agar 

tidak terjadinya Over Kriminalisasi dan over punishment berupa penjatuhan hukuman yang 

tidak proposional, seperti contoh pada pengguna narkoba yang diberi hukuman penjara bertahun-tahun 

yang seharusnya mereka lebih efektif untuk direhabilitasi. 

Berbagai cara telah dialkukan melalui Grand design yang mengandung konsep Reintegrasi Sosisal 

serta pola early warning system sebagai pola untuk  mencegah gangguan Kamtib yang telah terjadi berulang-

ulang  kali terjadi di Lapas seluruh Indonesia. Namun tetap saja sebagai petugas patut waspada terhadap 

situasi serta informasi yang beredar di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Penanganan yang salah dapat 

berakibat fatal. Maka dari itu perlu adanya regulasi atau aturan yang jelas dan tegas serta mengikat, 

sehingga membentuk karakter petugas yang berjiwa bersih melayani masyarakat dengan sepenuh hati.  
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